
T{AGARI STIITGAI SARIIr

KIIBT'PATE,IY PESIISIR SELATAN

PTRATI'RAIT ITAGARI SINTGAI SARIK
NOMOR 2 TAHUN 2O2L

TENTANG

AITGGARAIT PENDAPATAN DAI$ BELAITJA I{AGARI

TAIITN AITGGARAN ?,OzL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI SARIK,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Nagari
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
nagari;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2O2I termuat dalam Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2O2l yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan

Mengingat

kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurlf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2O2L;

Undang Undang Nomor L2 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 2 L Tahun
t957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t957
Nomor 771 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 16a3);

: 1.



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan

Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2OOO tentang

Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun
2OOO Nomor 2A6, Tarrrbahanlembaran Negara Nomor

3e52);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO4

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor aa38);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

(Lembaran Negara Tahun 2AL4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5a95);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9
(COVID-I9) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A2O Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 137, Tarrbahan Lembaran Negara Nomor a5751;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

LO. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a59a\

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46la\

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ALg Nomor 41);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ot4
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Repubik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 209al;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2A16
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara

Repubik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2OL8

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
t6 Tahun 2OL9 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 12O3);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2O2O tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 1035);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2O2O tentang Pedoman Umum Pembangunan



Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita

Negara Repubik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1633);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222|PMK.O7l2O2O
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor rca\;

22.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barar,lglJasa di Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2

Tahun 2OL6 tentang Nagari;

24.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4O Tahun 2Ol9
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,

Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan
Permusyawaratan Nagari;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2A2O

Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun
Anggaran 2O2t;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2O2L

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja
Negara Tahun Anggaran 2O2l;

27.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2O2L

tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2l;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2A2l
tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020;

29. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor O4 Tahun 2O18

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nagari Tahun 20 1 8 -2024;

30. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 5 Tahun 2Ol9
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola
Pemerintah Nagari;

31. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 6 Tahun 2OL9

Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenanga.n Lokal Berskala Nagari;

32. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 7 Tahun 2O2O

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2O2l;



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN

NAGARI SUNGAI SARIK

Dan

WALI NAGARI SUNGAI SARIK

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI SUNGAI SARIK TAHUN
ANGGARAN 202 1.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2O2L dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

2. Belanja Nagari

Rp.

Rp.

1.245.741.600,O0

1.153.228.943,13

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Nagari

Rp. 92.512.656,87

Rp.

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.

b. Pengeluaraan pembiayaan Rp.

7.487.343,13
100.o00.0o0,oo

Surplus/Defi.sit Rp. (92.512.656,87)

Sisa Lebih Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belar{a Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal I tercantum dalam Lampiran yang menrpakan bagran tak
terpisatrkan dari Peraturan Nagari ini

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belar{a Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubatran APB Nagari



Peraturan Nagari ini mulai berlaku
dapat mengetahui, memerintahkan
Lembaran Nagari Sungai Sarik

Pasal 4

pada tanggal diundangkan.
pengundangan Peraturan

Agar setiap orang
Nagari ini dalam

Ditetapkan di : Sungai Sarik.

Pada tanggal : 5 Maret 2O2l

Ditetapkan di

pada tanggal

Sungai Sarik

5 Maret 2O2t

SEKRETARIS NAGARI

LEMBARAN NAGARI SUNGAI SARIK TAHUN 2O2L NOMOR 2

WALI NAGARI

M



LAMPIRAN

PERATURA$I NAGARI SUNGAI SARIK

NOMOR2TAHUN 2021

TENTANG

AT{GGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DESI

ANGGARAN PENDAPATANJ DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NAGARI SUNGAI SARIK

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK URAIAN ANGGARAN

(Rp)
KETERANGAN

I 2 3 4

4.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.2.

PENDAPATAN

Pendapatan Trarsfer

Pendapatan Lain-lain

1.2,t4.84'l .600,00

900.000,00

JUMI.AH PENDAPATAT\ 1.2'f5.7'+1.6{Nr,0O

BELANJA

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

395.'195.652,00

471.914.759,13

197.133.000,00

88.985.532,00

JUMT"AH BELANJA 1.15:1.228.9,[3,13

SURPLUS / (DEFTSTT) 92.512.656,87

PEMBI,AYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA Tahun Sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan

Perryertaan Modal Desa

7.487.343,13

7.487.343,13

100.000.000,00

100.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTC {92.512556,87)

SISA LEBIH PEMBI'\YAAN ANGGARAN 0,00

E@@ $Mrnu21o.4a'.21 Halaman 1



LAMPIRAN

PERATURAN NAGARI SUNGAI SARIK

NOMOR 2 TAHUN 202,I

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DESI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NAGARI SUNGAI SARIK

TAHUN AI{GGARAN 2021

KODE
1lFKFNING

URAIAN ANGGARAN

tnl,,
SUMBERDANA

1 2 3 4 5

1

44

1.1.01

1.1.01

1.1.02

1.1.02

'r.1.03

1.'t .03

1.1 .04

1.1.04

1.1.05

1.1.05

1.1.06

't.1.06

1.1.06

1.2.

1.2.01

1.2.O1

1.3.

1.3.02

13.42

1.3.02

1.4.

1.4.0'l

1.4,01

5.1.

5.1.

5.1.

4.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.2.

5.3.

5.2.

5.2.

5.1.

5,3.

PENDAPATAN

Pendapatan Transfer

Pendapatan Lain-lain

, .244.841 .600,00

900.000,00

ADD

ADD

ADD

ADD, DLL, PBH

ADD

ADD, PBH

ADD

DDS

PBH

JUMLAH PENDAPATAI\ 1.245.741.6{Xt,00

BELANJA

BIDANG PEIIYELENGGARAN PEII'I ERINTAHAN DESA

Penyelenggaran Belania Siltap, Tunjargan dan Operasional
Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Beianja Pegawai

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,
Perlengkapan Perkantoran, pakaian

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Tunjangan BPD

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per
kantoran, Pakaian Seragam, perj

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Penyedhan Sarana Prasarana Pemeriniahan Desa

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantorary'Pemerintahan

Belanja Modal

Administrasi Kependudukan, Pencahtan Sipil, Statistik dan Kearcipan

Penyusunan/Pendataary'Pemutakhiran Proftl Desa (Dipilih)

Belania Barcns dan Jasa

Belanja Modal

Tah Praja Pemerintahan, Pererrcanaan, K€{ranga[ dan Pelaporan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (
Reguler)

Belanja Barang dan Jasa

486.730.311.13

aaa ,ea 441 1.tr-gr-vgrrrarrJ

51.600.000,00

51.600.000,00

268.800.000,00

268.800.000,00

3.695.652,00

3.695.652,00

21j90.621,41

21.190.621,41

68.700.000,00

68.700.000,00

12.296.837,72

2.400.000,00

9.896.E37,72

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

10.431.500,00

10.431 .500,00

5.961.500,0Q

4.470.000,00

2.5,7.20090

2.587.200,00

2.587.200,00

@s@fir::,ruzt1o:@:53 Halaman 1



5.428.5{10,00

5.428.508,00

5.428.500,00

538.044.600.00

,55218.000,00

43.560.000.00

43.560.000,00

23.750.000,00

23.750.000,00

^A ^A^ 
A^A NA

zz.ozo.uvu,w

22.628.00O,A0

65.280.000,00

6s.280.000,00

65,763,500,00

15.480.000,00

15.480.000,00

27.360.000,00

27.360.000,00

12.713.600,00

12.713.600,00

,rn r{n nnn nn

10.210.000,00

235.663.000,00

11.435.000,00

11.435.000,00

37.027.000,00

37.027.000,00

6.153.000,00

6.153.000,00

116.048.000,00

116.048.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

80.oo0.ooo,o0

80.000.000,00

80.000.000,00

Sub Bilang Perianahan

Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PELAKSANAAN PEII/IBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pendidikan

Pen-velenggaran PAUDff l(TPAJTKA,/TPQlMadrasah NonFormal Milik Desa

(Honor, Pakaian dll)

Belanja Barang dan Jasa

Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD ds$

Belanja Barang dan Jasa

Penlpluhan dan Peiatihan Pendidikan Bagi Masvarakai

Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pendidikan Baca Alqu/an

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, lnsentif, K

B, dsb)

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumil, Lamsia, lnsentlf)

Belanja Barang dan Jasa

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad

er Kesehatan dll)

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Pekeriaan Umum dan Penataan Rrnng

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Goronggorong/selokan/PariuDrainas

e dll)

Belanja Modal

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

Belan.ia Modal

Pemban gunary'Rehabilitasi/Penin gkatan/Pengerasan Jalan Ungkungan

Permukman (Dipilih)

Belanja Modal

PembangunanlRehabilitasilPeningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo

kan dll)

Belanja Modal

PembuatanlPemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Birlang Kaurasan Pemukiman

Dukungan Pelaksanaan Program Pembangurnn/Relmb Rumah Tidak Layak

Huni GAKIN

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bilang Pertrrbtmgan, Komunikasi dan lnformatika r

1.5.

t6nA

1.s.06

?

2.1.

2.1.01

2.1.01

2.1.02

2.1.02

2.l,uo

2.1.03

2.1.90

2.1.94

2.2.

22.01

2.2.01

2.2.02

22.O2

2.2.O3

2.2.O3

22.04

22.O4

2.3.

2.3.05

2.3.O5

2.3.06

2.3.06

2.3.11

2.3.11

2.3.11

2.3.14

23-17

2.3.17

2.4.

2.4.0',l.

2.4..41

2.6.

1O!0B,12C21 1O:fi):54 Halaman 2



KODE

REKENING
URAAN ANGGAMN

(Rp)
SUMBERDAM

1 2 3 4 5

2.6.02

2.6.02

g

3.1.

3.1.01

3.1.01

3.2.

32.01

3.2.01

g/.vJ

3.2.03

3.3.

3.3.03

3.3.03

3.4.

3.4.01

3.4.01

!
1.2.

4.2.03

4.2.03

'1.3.

4.3.02

4.3.02

4.4.

4.4.01

1.4.A1

E

at
o. l.

5.'t.01

5.1.01

5.1.02

5.1.02

5.1.03

5.1.03

5.3.

5.3.01

5.3.01

5.3.02

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5-4.

5.4.

5.2.

5.4.

5.4.

Penyelenggaraan lnformasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang Kebnbraman, Ketertiban Umum dan Perlindurgan
Masyarakat

PengadaarlPenyelenggaran Pos Keamanan Desa

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kebrdayaan dan Keagamaan

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Belanja Barang dan Jasa

n^-..^t^---^- - E^-a,^t v ^^^-i^^ A )^Llv^t..)^.^ ^ f^- /^-^-^^- ,ul lf
rEilyctcilggdldil rEDuvdt AE)EilrdI, AuduAEuuudyooil, uoil nEgqilrodlr (nu r

Rl, Raya Keagamaan dll)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bitlang Kepemrdaan dan Olahraga

Penyelenggaraan Feslival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kebmbagaan Masyarakat

Pembinaan Lembaga Adat

Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PE MBERDAYAAN MASYARAKAT

Sub Bitlang Pertanian dan Petemakan

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bftlang Penirgkatan Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindurgan Anak dan
Keluarya

Pelatihan dan Perryuluhan Pemberdayaan Perempuan

Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DE

1.400.000,00

1.400.000,00

28.450.500.00

3.960.000,00

3.960.000,00

3.960.000,00

16.9r2.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

4.312.000,00

4.312.000,00

5.078.500,00

5.078.s00,00

5.078.500,00

2.5n.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

31.018.000.00

6.020.000,00

6.020.000,00

6.020.000,00

10.7S1.000,00

't0.750.000,00

10.750.000,00

14.248.000,00

14.248.000,00

14.248.000,00

88.985.532.00

!n 06! Ita aAil.oo!.oozruu

31.243.000,00

31.243.000,00

13.320.000,00

13.320.000,00

s322.532,00

9.322.532,40

35.100.000,00

21.600.000,00

21.600.000,00

13.500.000,00

DDS

DDS

DDS

UUO

DDS

DDS

DDS

DDS

DDS

DDS

DDS

PBH

DDS

DDS

Sub Billang Penangguiailg.n Bcireama

Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana

Belanja Tidak Terduga

Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana

Belanja Tidak Terduga

Kegiatan Tercelenggararrya Pelayanan Tanggap Danrat Bencana

Belanja Tidak Terduga

Sub Bitlang Keadaan Mendesak

Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Belanja Tidak Terduga

Kegiatan Banfuan Bahan Pangan
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KODE

REKENING
URAIAN ANGGARAN

{Rp)
SUMBERDA]IIA

1 2 3 4 5

5.3.02 5.4.

6.

6.1.

6_2.

Belanja Tidak Terduga 13.500.000,00

JUMLAH BELANJA
4 aEq ,qa ota 4,I' lW.-19.9S1 rJ

SURPLUS 
' 

(DEFrSrr) 92.512.656,87

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

7.487.343,13

100.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTC (92.512.656,87)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0n00

s)
1rnlz

):,
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